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Pasal 31

(1) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaisud
dalam TPasal 33, Badan Terlindungan Konsumen
Nasivnal mempunyai tugas :

(2)
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a.

memberikan saran dan rekomendasi kepada
pemerintah dalam rangka penyusunan bkebijaksana-
an di bidang perlindungan konsumen;

melakukan penclitian dan pengkajian terhadap
peraturan perundang-undongan yang berlaku di
bidang perlindungan konsumen;

melakukan penelitian terhadap barang dan/atav
jasa yang m2nyanghut keselamatan honsumen;

mendorony berkembangnya lembaga perlindunga
konsumen swadaya masyarakat;

menyebarluaskan informasi melalui media menge-
nai perlindungan konsumen dan memasyvarakatkan
sihap keberpihakan kepada kensumen;

menerima pengaduan tentang perlindungan
konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan
kunsumun swadaya masyarakat, atau pelaku uscha;

melakuksn survei yang menyangkut kebutulian
konsumen.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimahsud
pada ayat (1), Badan Perlindungan Konsumen Nosivnal
dapat bekerja sama dengan organisasi konsumen
internasional.



(1)

(3

{+)

Bagian Kedua
Susunan Organisasi dan Keanggotaan

Pasal 35

Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas
scorany Ketua merangkap anggota, scorang wakil ketua
inerangkap anggota. serta sekurang-kurangnya 15 (lima
belas) orang dan sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh
lima) vrang anggota yang mewakili sernua unsur.

Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional
diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul
Menteri, setelah dikonsultasikan kepada Dewan
Ferwakilan Rakyvat Republik Indonesia.

Masa jabatan ketua, waiil ketua, dan anggota Badan
Periindungan Konsumen Nasional selama 3 (tiga) tahun
don dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa
jabatan berikutnya.

Ketua dan wakil ketua Badan Perlindungan Konsumen
Nasional dipiiih olch anggota.

Pasal 36

Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri
atss unsur :

q.
b.
C.
d.
e.

pemerintah;

pelaku usaha;

lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
akademisi; dan

tenaga ahli.
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Pasal 37

Persvaratan keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen
Nasional adalah : a. warga negara Republik Indonesia;
b. berbadan schat; ¢. berkelakuan baik; d. tidak pernah
dihukum karena kejahatan; e. memiliki pengetahuan dan
pengalamandi bidang perlindungan konsumen; dan
f. berusia sckurang-kurangnya 3G (tiga puluh) tahun.

Pasal 38

Keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional
berhenti karena :

o

g

Q.

(1)

()

meninggal dunia;

mengundurkan diri atas perinintaan sendiri;
bertempat tinggal di Iuar wilayah negara Repubiik
Indonesia;

sakit secara terus-menerus;

berakhir masa jabatan sebagai anggota; atau
diberhentikan.

Pasal 39

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Badan DPerlin-
dungan Konsumen Nasionzl dibantu oleh sekretariat.

Sekretariat secbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh
Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasionai.

Fungsi, tugas, dan tata kerja sckretariat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam keputusan Ketua
Badan Perlindungan Konsum:2n Nasional.



Pasal 40

(1) Apabila diperlukan Badan Perlindungan Konsumen
Nasional dapat membentuk perwakilan di Ibu Kota
Daecrah Tingkat 1 untuk membantu pelaksanaan
tugasnya.

(2) Pembentukan perwakilan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Ketua
Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Pasal 41

Dalam pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan Konsumen
Nasivnal bekerja berdasatkan tata kerja yang diatur dengan
keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Pasal 42

Biava untuk pelaksanaan tugas Badan Perlindungan
Kensumen Nasional dibebankan kepada anggaran
pendapatan dan belanja negara dan sumber lain yang sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan
Perlindungan Konsumen Nasional diatur dalam Peraturan
Pemerintah.
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BAB IX

LEMBAGA I'ERLINDUNGAN KONSUMEN

SWADAYA MASYARAKAT
Pasal 44

(1) Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen
swadaya masyarakat vang memenuhi syarat.

(2)

()
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Lembaga perlindungan konsumen swadava masvarakat
memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam
mewujudkan perlindungan konsumen.

Tugas lembaga perlindungan konsumen swadava
masyarakat meliputi kegiatan :

.

muenyebarkan informasi dalam rangka meningkat-
kan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-
hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang
dan/atau jasa;

memberikan nasihat kepada konsumen yang
memerlukannya;

bekerjasama dengan instansi terkait dalam upaya
mewujudkan pertlindungan konsumen;

membantu kensumen dalam memperjuangkan
haknya, ternasuk menerima keluhan atau
pengaduan konsumen;

melakukan pengawasan bersama pemerintah dan
masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan
konsumen.



(z)

(1)

2

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas lembaga
perlindungan konsumen swadaya masyarakat sebagai-
mana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

BAB X
PENYELESAlIAN SENGKETA

Bagian Pertama
Umum

Pasal 45

Sctiap konsumen yang dirugikan dapat mengyugat
pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyele-
saikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha
atau melalui peradilan yang berada di lingkungan
peradilan umum.

Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh
melalui pengzadilan atau di luar pengadilan berdasarkan
pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung
jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-
undang

Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa
konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui
pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya
tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak
atau oleh para pihak yang bersengketa.
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Pasal 46

(1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan
oleh:

2)

®3)

386

b.

seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris
yang bersangkutan;

sckelompok konsumen yang mempunyai kepen-
tingan yang sama;

lembaga perlindungan konsumen swadaya masya-
rakat yang memenuhi syarat. yaitu berbentuk badan
hukum atau yayasan, yang dalam anggaran
dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuen
didirikannya organisasi tersebut adalah untuk
kepentingan perlindungan konsumen dan telah
melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran
dasarnya;

pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang
dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan
mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/
atau korban yang tidak sedikit.

Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen,
lembga perlindungan konsumen swadaya masyarakat
atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, huruf ¢, atau huruf d diajukan kepada
peradilan umum.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang
besar dan/atau korban yang, tidak sedikit sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan
Peraturan Pemerintah.



Bagian Kedua
Ienyeclesaian Sengketa di luar Pengadilan

Pasal 47

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan
disclengarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai
Eentiik dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai
tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi
xemhali atau tidak akan terulang hembali kerugian yang
d:derita uleh konsumen.

Bagian Ketiza
Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan
Pasal 48

Penvelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan
rnengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang
berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal -5,

BAB XI
BADAN PENYLELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

Pasal 49

(1) Femerintah membentuk badan penyelesaian sengketa
honsumen di Daerah Tingkat I untuk penyeiesaian
sengketa konsumen di luar pengadilan.

(3} Untuk dapat diangkat menjadi aoggota badan penyele-
saian stngketa konsumen, sescorang harus memenuhi
svarat scbagai berikut :
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warga negara Republik Indonesia;
berbadan sehat;

berkelakuan baik;

tidak pernah dihukum karena kejahatan;

g W

o6

memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang
perlindungan konsumen;

f. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.

(3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) {erdiri
atas unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur
pelaku usaha.

(4) Anggota sctiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) berjumlah sedikit-dikitnya 2 (tija) orang, dan
sebanyak-banyaknya 5 (hina) orang,.

(5) Pengangkatan dan pemberhentian anggota badan
penyclesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh
Menteri.

Pasal 50

Badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) terdiri atas :

a. ketua merangkap-anggota;
b. wakil ketua merungkap anggota;
¢. anggota.

Pasal 51

(1) Badan penyclesaian sengketa konsumen dalam
menjalankan tugasnya dibantu olch sekretariat.
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(2) Sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen

terdiri atas kepala schretariat dan anggota sekretariat.

(3) Pengangkatan dan pemberhentian kepala sekretariat

dan anggota sekretariat badan penyclesaian sengketa
konsumen ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 52

Tagas dan wewenang badan penyclesaian sengketa
konsumen meliput: :

melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa
konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase
atau konsiliasi;

memberikan konsultasi perlindungan konsumen;

melakukan pengawasan terhadap pencantuman
klausula bakuy;

melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi
pelangjaran ketentuan dalam Undang-undang ini;

menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak
tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran
terhadap perlindungan konsumen;

melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa
perlindungan konsumen;

memanggil pelaku usaha yang diduga teluh melakukan
pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
memanggil dun inenghadirkan saksi, saksi ahli dan/
atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelang-
garan terthadap Undang-undang ini;
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i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan
pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang
scbagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang
tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyele-
saian sengketa konsumen;

j. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat,
dokumen, atau alat bukti lair guna penyelidikan dan/
atau pemeriksaan;

k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya
kerugian di pihak konsumen:

l. membentahukan putusan kepada pelaku usaha yang
melakukan pelanggaran terhadap perlindungan
konsumen;

m. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku nusaha
yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.
Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan
wewenang badan penyelesaian sergketa konsumen Daerah
Tingkat [I diatur dalam surat keputusan menteri.

Pasal 54

(1) Untuk menarigani dan menyelesaikan sengketa
konsumen, badan penyelesalan sengketa konsumen
membentuk majelis.

(2) Jumlah anggota majelis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus ganjil dan sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang
yang mewakili semua unsur sebagaimana dimaksud
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dalam Pasal 49 ayat (3), serta dibantu oleh seorang
panitera.

(3) Putusan majelis tersifat final dan mengikat.

(4} Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai pelaksanaan

tugas majelis diatur dalam surat keputusan menteri.

Pasal 55

Badan penvelesaian sengketa konsumen wajib mengeluar-
kan putusan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh
satu) hari kerja sctelah gugatan diterima.

Pasal 56

(1) Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejok

2

G)

(4)

menerima putusan badan penyelesaian sengketa
konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55
peluku usaha wajib inelaksanakun putusan tersebut.

Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada
Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari
herja setelah menerima pemberitahuan putusan
tersebut.

Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam
jangka wakru sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dianggap menerima putusan badan penyelesaian
sengketa konsumen.

Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (3) tidak dijalankan olea pelaku usaha, badan
penyelesaian sengketa kons:amen menyerahkan
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putusan tersebut kepada penyidik untuk melakukan
penyidikan sesuai dengon ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.

(5) Putusan badan penyclesaian sengketa konsumen
schagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bukti
permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan
penyidikan.

Pasal 57

Putusan majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat
(3) dimintakan penetapan eksckusinya kepada Pengacilen
Negeri di tempat konsumen yang dirugikan.

Pasat 58

(1) Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan atas
Leberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat
(2) dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari
sejak diterimanya keberatan.

(2) Terhadap putusan Pengadilan Negeri scbagaimana
dimaksud pada ayat (1), para pihak dalam waktu paiing
lama 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi ke
Mahkamah Agung Republik Indonesia.

(3) Mahkamah Agung Republik Indonesia wapb menge-
luarkan putusan dalam waktu paling lambat 30 (tiga
puluh) hari sejak menerima permohonan kasasi.
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BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal 59

(1) Sclain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat
Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi
pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya
di bidang perlindungan konsumen juga diberi
wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara
Pidana yang berlaku.

(<)

Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berwenang :

melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan
atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di
bidang perlindungan konsumen;

melakukan pemenksaan terhadap orang atau badan
hukum yang diduga melakukan tindak pidana di
bidang perlindungan konsumen;

meminta keterangan don bahan bukti dari orang
atau badan hukum schuhungan dengan peristiwa
tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;

melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan,
dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana
di bidang perlindungan konsumen;

melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang
diduga terdapat bahan bukti serta melakukan



penyitaan terhadap barang hasil pelunggaran yang
dapat dijadikan bukti daiam perkara tindak pidana
di bidang perlindungan konsumen;

f. meminta bantuan ahli dalum rangka pelaksanaan
tugas penyidikan tindak pidana di bidarg
perlindungan konsumen.

(3) Fenyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana

(4)

(M

dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik
Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil
penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik
Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XI1I
SANKSI

Bagian Pertama
Sanksi Administratif

Pasal 60

Bodan penyelesaian sengketa konsumen berwenang
menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku
usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3),
Pasal 20, Pasal 25. dan Pasal 26.

2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling
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banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).



(3) Tata cara penetapan sanksi gdministratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam
peraturan perundang-undangan..

Bagian Kedua
Sanksi Pidana

Pasal 61

Peruntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha
dan/atau pengurusnya.

Pasal 62

(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuarn sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat
(2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf
¢, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan
pidana penjara paling Jama 5 (lirma) tahun atau pidana
denda paling banyak Rp 2.000 000.000,00 (dua muliar
rupiah).

(3) Pelaku usaha yang melanggar hetentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1),
Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan
huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lamna 2
(dua) tahun atau pidana denda paling banyak
Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Terhadap pelanggaran yang mengak.ibatkan luka berat,
sakit berat, cacat tetap atou kematian diberlakukan
ketentuan pidana, yang berlaku.
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Pasal 63
Terhadap sanksi pidana schagaimana dimaksud dalam Pasal
62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa :
perampasan barang tertentu;
pengumuman keputusan hakim,
pembayaran ganti rugi;

Ao T

petintah penghentian keguatan tertentu yang menyebab-
kan timbulnya kerugian konsumen;

e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
. pencabutan izin usaha.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 64

Segala ketentuan peraturan perundung-undangan yang
bertujuan melindunygi konsumen yang telah ada pada saat
Undang-undang ni diundangkan, dinyatakan tetap berlahu
sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak
bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undarg .

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Undang-undang in1 mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun
sejak diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarla
pada tanggal 20 April 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HAEBIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.
AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1999 NOMOR 42
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PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1999

TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN

UMUM

Pembangunan dan perkembangan perckonomian
umumnnya dan khususnya di bidang perindustrian dan
perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai
variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi
Di samping itu, globalisast dan perdagangan bebas
vang didukung oleh kemajuan teknolugi telekomuni-
kasi dan informatika telah memperluas ruang gerak
arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi baras-
batas wilayah suatu negara, schingga barang dan/atau
jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar
neperi maupun produks: dalam negeri.

Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai
manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen
akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat
terpenuhi serta semakin terbuka lekar kebebasan untuk
mumilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa
sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.

Di sisi lain, kondisi don fenomena tersebut di atas dapat
mengakibathan kedudukan peiaku usaha dan konsumen



menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada
posisi vang Jemat Konsumen menjadi objek aktivitas
bisnis untuk meraup keuntunyran vang scbesar-besamya
aich pclaku usaha melalui kiat promosi, cara penjuaian,
serta penerapan perjanjian standar yang merugikan
kensumen.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen
adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih
rendah. Hal ini terutama discbabhkan oleh rendahnva
pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Undang-
undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan
menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah
dan lembaga purlindungan konsumen swadaya
masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan
konsumen melalui pembinaan dan pendidikan
konsumnen.

Upava pemberdayaan ini penting karena tidak mudah
mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada
dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah
mendapat heuntungan yang semaksimal mungkin
dengan modal seminimal mungkin Prinsip im sangat
potensial merugikan kepentingan konsumen, baik
secara langsung maupun tidak langsung.

Atas dasar kendisi sebagaimana dipaparkan di atas,
periv upaya pemberdayaan konsumen melalui pemben-
tukan undang-undang yang dapat melindungi kepen-
tingan konsumen secara integratif dan komprehensif
serta Japat diterapkan secara efcktif di masyarakat.



400

Piranti hukum yang melindungi konsumen tidak
dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku
usaha, tetapi justru scbaliknya perlindungan kensumen
dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang
mendorong lahimya perusahaan yang tangguh dalam
menghadapi persaingan melalui penyediaan bararg
dan/atau jasa yang berkualitas.

Di samping itu, Undang-undang tentang Perlindungan
Konsumen ini dalam pelaksanaannya tetap memberi-
kan perhatian khusus kepada pelaku usaha kecil dan
menengah. Hal itu dilakukan melalui upaya pembinaan
dan penerapan sanhsi atas pelanggarannya.

Undang-undang tentanyg Perlindungan Konsumen ini
dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pemta-
ngunan nasional bahwa pembangunan nasional
termasuk pembangunan hukum yang memberikan
petlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka
membangun manusia Indonesia seutuhnya yang
berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik
Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi
negara Undang-Undang Dasar 1945.

Di samping itu, Undang-undang tentang Perlindungan
Konsumen pada dasarnya bukan merupakan awal dan
akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan
konsumen, sebab sampai pada terbentuknya Undang-
undang tentang Perlindungan Konsumen ini telah ada
beberapa undang-undang yang materinya melindungi
kepentingan konsumen, seperti :



a.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undanyg Nomor 1 Tahun 1961 tentang
Barang, menjadi Undang-undang;

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang
Hygiene;

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokhok Pemerintahan di Daerah;
Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang
Metrologi Legal;

Undang-undany; Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib
Daftar Perusahaan;

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang
Perindustrian;

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tenlang
Ketenagalistrikan;

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang
Kamar Daganyg dan Industri;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang
Kesehatan;

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang
Agrecment Establishing The World Trade
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi
Perdagangan Dunia);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang
Persercan Terbatas;
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m.

.

Undang-undong Nomor 9 Tahun 1995 tentang
Usaha Kecil;

Undang-undang Nomor 7 Tahun 199 tentang
Pangan;

Undang-undang Nomo: 12 Tahun 1997 tentang
FPerubahan Atas Undang-undang Hak Cipta
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undzng
Nomor 7 Tahun 1987;

Undany-undang Nomor 13 Tahun 19497 tentang
Ferubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun
1969 tentang Paten;

Undang-undang Nomaor 14 Tahun 1497 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun
1959 tentang Merck;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 lentang
Pengelotaan Linghungan Hidup;
Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Penyiaran;

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang,
Ketenagakerjaan;

Undang-undang Nomor 10 Taohun 1993 tentany
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun
1992 tentang Perbankan.

Perlindungan konsumen dalam hal pelaku usaha
melanggar hak atas kekayaan intelektual (HAKI) tidak
diatur dalam Undang-undang tentang Perlindungan
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II.

Konsumen ini karena sudali diatur dalam Undang-
undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang tak Cipta.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Paten,
dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang
Merek, yang melarang menghasilkan atau memper-
dagangkan barang dan/at2u jasa yang melanggar
ketentuan tentang HAKI.

Demikian juga perlindungan konsumen di bidang
linghungan hidup tidak diatur dalam Undang-undang
tentang Perlindungan Konsumen ini karena telah diatur
dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenai kewajiban
setiap orang untuk memelihara kelestarian fungsi
lingkungon hidup serta mencegah dan menanggulangi
pencemaran dan penisakan lingkungan hidup.

Di kemudian hari masih terbuka kemungkinan
terbentuknya undang-undang baru yang pada dasamya
memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi
konsumen. Dengan demikian, Undang-undang tentang
Perlindungan Konsumen ini merupakan payung yang
mengintegrasikan dan inemperkuat penegakan hukum
di bidang perlindungan konsumen.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1
Cukup jelas
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Angka 2

Di dalam kepustakaan ckonorni dikenal istilah
konsumen akhir dan konsumen antara.
Konsumen akhir adalah pengguna atau
pemanfaat akhir dari suatu produk, sedanghan
konsumuen antara adalah konsumen yang
menggunakan suatu produk sebagai bagian dari
proses produksi suatu produk lainnya.
Pengertian konsumen dalam Undang-undang
in1 adalah konsumen akhir.

Angka 3
Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian
ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN,
koperasi, importir, pedagang, distributor dan
lain-lain.

Angka 4
Cukup jelas

Angka 5
Cukup jelas

Angka 6
Cukup jelas

Angka 7
Cukup jelas

Angka 8
Cukup jelas

Angka 9
Lembaga ini dibentuk untuk meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam upaya perlin-
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dungan konsumen serta menunjukkan bahwa
perlindungan konsumen menjadi tanggung
jawab bersama antara gemerintah dan
masyarakat.

Angka 10
Cukup jelas

Angka 11
Badan ini dibentuk untuk menangani penyele-
saian sengketa konsumei yang efisien, cepat,
murih dan profesional.

Angka 12
Cukup jelas

Angka 13
Cukup jelas

Fasal 2
Perlindungan konsumen diselenggarakan scbagai
usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang
relevan dalam pembangunan nasional, yaitu :

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk meng-
amanatkan bahwa segala upaya dalam penye-
lenggaraan per]indun.gan konsumen harus
memberikan mantaat sebesar-besarnya bagi
kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara
keseluruhan

LV

Acsas keadilan dimaksudkan agar partisipasi
seluruh rakyat dapat diwujudkan secara
inaksimal dan memberikan kesempatan kcpada
konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh
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Pasal 3

haknya dan melaksanakan kewajibannya secari
adil.

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk
meinberikan keseimbangan antara kepentingan
konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah
dalam arti materiil ataupun spritual.

Asas keamanan dan heselamatan konsumen
dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas
keamanan dan keselamatan kepada konsumen
dalam penggunaan, pemakaian dan peman-
faatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi
atau digunakan.

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik
pelaku usalia maupun konsumen menaati
hukum dan memperoleh keadilan dalam
penyvelenggaraan perlindungan konsumen, serta
negara menjamin kepastian huknam.

Cukup jelas

TPasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf ¢

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas



Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara
benar dan jujur serta tidak diskriminatif
berdasarkan suku, agama, budaya, daerah,
pendidikan, kaya, miskin dan status sosial
lainnya.

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf ¢
Pelaku usaha dilarang membeda-bedakan
konsumen dalam memberikan pelayanan.
Pelaku usaha dilarang membeda-bedakan mutu
pelayanan kepada konsumen.
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Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Yang dimaksud dengan barang don/atau jasa
tertentu adalah barang yang dapat diuji atau
dicoba tanpa mengakibatkan kerusakan atau
kerugian.

Huruf f
Cukup jelas

Furuf g
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup julas

Huruf ¢

Cukup jelas
Huruf d

Cukup jelas
Huruf e

Cukup jelas
Huruf f

Cukup jelas

Huruf g
Jangka waktu penggunaan/
pemanfaatannya yang paling baik adalah
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terjemahan dari kata best before yang biasa
digunakan dalam label produk makanan.
Huruf h
Cukug jelas
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Cukup jelas
Avat (2)
Barang-barang yang dimaksud adalah barang-
barang yang tidak membahayvakan konsumen

dan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.

Ayat (3)
Sediaan tarmnasi dan pangan yang dimaksud
adalah yang membahayakan konsumen

menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Ayat (4)
Menteri dan menteri leknis berwenang menarik
barang dan/atau jasa dari peredaran.

Pasal 9
Avat (1)
Cukup jelas
Avat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
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Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf ¢
Cukup jelas

Huruf d
Yang dimaksud dengan jumlah terteniu dan
jumlah yang cukup adalah jumlah yang
memadai sesual dengan antisjpasi permintaan
konsumen.

IHuruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas
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Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 18
Ayat (1)

Larangan ini dimaksudxan untuk menempat-
kan kedudukan korsumen setara dengan
pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan

berkontral..

Huruf a

Cukup jelas
Huruf b

Cukup jelas
Huruf ¢

Cukup jelas
Huruf d

Cukup jelas
Huruf e

Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas
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Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Avat (1)
Cukup jelas

Pasal 19

Avat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas
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Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 22

Ketentuan in1 dimaksudkan untuk menerapkan

sistem beban pembuktian terbalik.

Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b

Cacat timbul di kemudian hari adalah sesudah
tanggal yang mendapat jaininan dari pelaku
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usaha sebagairnana diperjanjikan, baik tertulis
maupun lisan.

Huruf c
Yang dimaksud dengan kualifikasi barang
adalah ketentuan standarisasi yang telah
ditetapkan pernerintah berdasarkan kesepakatan
semua pihak

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Jangka waktu yang diperjanjikan itu adalah
masa garzansi.

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jelas



Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas

Avat (2)
Yang dimaksud dengan menteri teknis adalah
menteri yang bertanggung jawab secara teknis
menurut bidang tugasnya.

Ayat (3)
Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat
dan lembaga perlindungzan konsumen swadaya
masyarakat dilakukan atas barang dan/atau
jasa yang beredar di pasar dengan cara
penelitian, pengujian dan/atau survei.
Aspek pengawasan meliputi pemuatan
informasi tentang risiko penggunaan barang jika
diharuskan, pemasangan label, pengiklanan,
dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan
kebiasaan dalam praktik dunia usaha.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

415



Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf ¢
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Keberpihakan kepada konsumen dimak-
sudkan untuk meningkatkan sikap peduli
yang tinggi terhadap konsumen (wise
consumerism).

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 35
Ayat (1)
Jumlah wakil setiap unsur tidak harus sama.
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Avat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Avat td)
Cukup jelas

Pasal 36

Huruf 3

Cukup jelas
tiuruf b

Cukup jelas
Huruf ¢

Cukup jelas

Huruf d

Akademis adalah mereka yang berpendidikan

tinggi dan anggota perguruan tinggi.

Huruf e

Tenaga ahli adalah mereka yang berpengalaman

di bidang perlindungan konsumen.

Pasal 37
Cukup jelas

’asal 38
Fluruf a
Cukup jelas

Hurufb
Cukup jelas
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Huruf ¢
Cukup jelas
Huruf d
Sakit secara terus-menerus sehingga tidak
mampu melaksanakin tugasnya.
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas

Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan keputusan Ketua Badan
Perlindungan Konsumen Nasional adalah

keputusan yang ditetapkan berdasarkan
musyawarah anggota.

Pasal 41
Yang dimaksud dengan keputusan Ketua Badan
Perlindungan Konsumen Nasional adalah kepu-



tusan yang ditetapkan berdasarkan musyawarah
anggota.

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan memenuhi syarat,
antara lain, terdaftar dan dakui serta bergerak
di bidang perlindungan konsumen.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jclas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 45

Avat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Penyclesaian sengketa konsumen sebagaimana
dimaksud pada ayat ini tidak menutup
kemungkinan penyelesaian damai olch para
pihak yang bersengketa. Pada setiap tahap
diusahakan untuk mengygunakan penyelesaian
damai oleh kedua belah pihiak yang bersengketa.
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Yang dimaksud dengan penyelesaian secara
damai adalah penyelesaian yang dilakukun oleh
kedua belah pihak yang bersengketa (pelaku
usaha dan konsumen) tanpa melalui pengadilan
atau badan penyclesaian sengketa konsumen dan
tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 46
Ayat (1)

Hunuf a
Cukup jeias

Huruf b

Undang-undang ini mengakui gugatan
kelompok atau class action.

Gugatan kelompok atau class action harus
diajukan oleh konsumen yang benar-benar
dirugikan dan dapat dibuktikan secara
hukum, salah satu diantaranya adalah
adanya bukti transaksi.

Huruf ¢
Cukup jelas

Huruf d
Tolok ukur kerugian materi yang besar dan/
atau korban yang tidak sedikit yang dipakai
adalah besar dampaknya terhadap kon-
sumen.



Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 47
Bentuk jaminan yang dimaksud dalam hal ini
berupa pernyataan tertulis yang menerangkan
bahwa tidak akan terulang kembali perbuatan yang
telah merugikan konsumen terscbut.

Fasal 48
Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Unsur konsumen adalah lembaga perlindungan
konsumen swadaya masyarakat atau sekelom-
pok konsumen.

Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
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Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Avyat (3)
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)
Cukup jelas

Avat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan putusan majelis bersifat
final adalah bahwa dalam badan penyelesaian
sengketa konsumen tidak ada upaya banding
dan kasasi.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas



Pasal 56
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup ijelas

Pasal 58
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 59
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
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Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 60
Ayat (1)
Cukuy: jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Avat (3)
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelus

PPasal 62
Ayat (1)
Cubhup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3821
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 69 TAHUN 1999

TENTANG

LABEL DAN IKLAN PANGAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang -

h.

bahwa salah satu tujuan pengaturan,
pembinaan, dan pengawasan pangan
adalah tetciptanya perdagangan pangan
vang jujut dan bertanggung jawab;

bahwa Labe) dan iklan merupakan
sarana dalam kegiatan perdagangan
pangan yang memiliki arti penting,
schingsza perlu diatur dan dikendalikan
agar informasi mengenai pangan yang
disampaikan kepada masyarakat adalah
benar dan tidak menyesatkan;

bahwa masyarakat berhak untuk
memperoleh informasi yang benar dan
tidak menyesathan mengenai pangan
yang akan dikonsumsinya, khususnya
vang disampaikan melalui label dan
iklan pangan;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dan
selagi pelaksanaan Undang-undang
Nomar 7 Tahun 1996 tentang Pangan,
dipandang perlu mengatur tentang
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Mengingat

1.

Label dan iklan pangan dengan
Peraturan Pemernintah;

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar
1945;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992
tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Megara Nomor 3495);

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996
tentang Keschatan (Lembaran Negara
Tahun 1996 MNomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3656);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG

LABEL DAN IKL.AN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah im yang dimaksud dengan :

1. Pangan adalah segala scsuatu yang berasal dari sumber
hayati dan air, baik yang diclah maupun tidak diolah,
yang diperuntukkan scbagai makanan atau minuman
bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan
pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang
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tn

digunakan dalamn proses penyiapan, pengolahan, dan
atau pembuatan makanan atau minuman

Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil
proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau
tanpa bahan tambahan.

Labe]l pangan adalah setiap heterangan mengenai
pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi
keduanya, atau hentuk lain yang disertakan pada
puangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau
merupakan bagian kemasan pangan, yang selanjutnya
dalam Peraturan Pemerintah ini disebut label.

Iklan pangan adalah setiap keterangan atau pernyataan
mengenai pangan dalam bentuk gambar, tulisan, atau
bencuk lain yang dilakukan dengan berbagai cara untuk
pemasaran dan atau perdagangan pangan, yvang
sclanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut
iklan.

Pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung
unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk
dikonsumsi umat Islam, baik yaug menyanghut bahan
baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu
dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan
yang diolah melalui proses rckayasa genetika dan
iradiasi pangan, dan yang pengeloladnnya dilakukan
sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam.

Gizi pangan adalah zat atau senyawa yang lerdapat
dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein,
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10.

11.

428

lemak, vitamin, dan mineral serta turunannya yang
termanfaat bagi pertumbuhan dan keschatan manusia.

Produksi pangan adalah kegiatan atau proses
menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat,
mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan
atau menguban bentuk pangan.

Kemazsan pangan adalah bahan yang digunakan untuk
mewadahi dan atau membungkus pangan, baik yang
bersentuban langrung dengan pangan maupun tidak.

Fengangkutan pangan adalah setiap kegiatan atau
serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan
pangan dari satu tempat ke tempat lain dengan cara
atau sarana angkutan apapun dalam rangka proses
preduksi, peredaran dan atau perdagangan pangan.

Peredaran pangan adalah setiap kegiatan atau
serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan
kepada masyarakat, baik untuk diperdagangkan
maupun tidak.

Perdagangan pangan adalah setiap kegiatan atau
serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan atau
pembelian pangon, termasuk penawaran untuk menjual
pangan, dan kegiatan lain yang berkenaan dengan
pemindahtanganan pangan dengan memperolch
imbalan.

Sctiap orang adalah orang perseorangan dan badan
usaha. baik yang berbentuk badan hukum maupun
tidak.



13

(1)

(@)

Standar nasional Indonesia adalah standar yang
ditetapkan cleh Badan Standarisasi Nasional (BSN).

BAB I1
LABEL PANGAN

Bagian Pertama
Umum

Pasal 2

Sctiap orang yang memproduksi atau memasukkan
pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia
untuk diperdaganghan wajib mencantumkan Label
pada, di dalam dan atau dikemasi pangan.

Pencantuman Label sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah
lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusuk,
serta terletak pada bagian kemasan pangan yang
mudah dilihat dan dibaca.

Pasal 3

Label sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)
berisikan keterangan mengenai pangan yang
bersangkutan.

Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sekurang-kurangnya :

a. Nama produk;

b. daftar bahan yang digunakan;

¢. berat bersih atau isi bersih;
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d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau
memasukkan pangan ke dalam tvilayah Indonesia;
e. tanggal, bulan. dan tahun kadaluarsa.

Pasal 2

Sclain keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3
ayat (2), untuk pangan olahan tertentu Menteri Kesehatan
dapat menetapkan pencantuman keterangan lain yang
berhubungan dengan kesehatan manusia produksi Label
sesuai dengan Peraturan Femerintah ini.

(1)

2

)

(2)
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Pasal 5

Keterangan dan atau pernyalaan tentang pangan dalam
Label harus benar dan tidak menyesatkan, baik
mengenai tulisan, gambar, atau bentuk apapun.

Setiap orang dilarang memberikan keterangan atau
pernyataan tentang pangan yang diperdagangkan
melalui, dalam, dan atau dengan Label apabila
keterangan atau pernyataan tersebut tidak benar atau
menyesatkan.

Pasal 6

Pencantuman pernyataan tenlang manfaat pangan bagi
keschatan dalam Label hanya dapat dilakukan apabila
didukung oleh fakta ilmiah yang dapat dipertanggung-
jawabkan.

Ketentuan lebih lanjut tenieng tata cara persyaratan
pencantuman pernyataan tentang manfaat pangan bagi



keschatan scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur
olch Menten Kesehatan.

Pasal 7

Padal Label terlarang dicantumkan pernyataan atau
keterangan dalam bentuk apapun bahwa pangan yang
bursangkutan dapat berfungsi sebagai obat.

Pasal 8

Setiap orang dilarang mencantumkan pada Label tentang
namg, logo atau identitas lembaga yang melakukan analisa
tentany; produk pangan terscbut.

Pasal 9

Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke
dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk
diperdagangkan, dilarang mencantumkan Label yang tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 10

(1) Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan
pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia
untuk diperdagangkan dan menvatakan bahwa pangzan
tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung javab atas
kebenaran pemyataan tersebut dan wajib mencantum-
kan keterangan atau tulisan halal pada Label.

() Pemyataan tentang halal scbagaimana dimaksud dalarn
pada ayat (1), merupakan bagion yang tidak
terpisahkan dari Label.
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Pasal 11

(1) Untuk mendukung kebenaran pernyataan halal
sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1), setiap orang,
yang memproduksi atau memasukkan pangan yang
dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk
diperdagangkan, wajib memeriksakan terlebih dahulu
pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah
diakreditasi sesuai digunakan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berbeda.

(2) Pemeriksaan scbagaimana dimaksud pada avat (1)
dilaks2nakan berdasarkan pedoman dan tata cara yang
ditetapkan oleh Menteri Agarna dengan memperihatikan
pertimbangan dan saran lemkaga keagamaan yang
memiliki kompentensi di bidang terscvbut.

Bagian Kedua
Bagian Utama Label

Pasal 12

Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2),
bagian utama Label schurang-kurangnya mernuat :

a. nama produk;

b. berat bersih atau is1 bersih;

¢. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau
memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia.

Pasal 13

(1) Bagian utama Label sekurang-kurangnya memuat
tulisan tentang keterangan scbagaimana dimaksud
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dalam Pasal 12 dengan teratur, tidak berdesak-desakan,
jelas dan dapat mudah dibaca.

(2) Dilarang mengpunakan latar belakang, baik berupa
gambar, warna maupun hiasan lainnya, yang dapat
mengaburkan tulisan pada bagian utama Label
sebaraimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14

Faoian utama Label sebayiimana dimaksud dalam pasal 12
harus ditempatkan pada sisi kemasan pangan yang paling
mudah dilibat, diamati dan atau dibaca olech masyaraxat
pada umumnya.

Bagian Ketiga
Tulisan pada Label

Pasal 15

Keterangan pada l.abel, ditulis atau dicetak dengan
merggunakan bahasa Indonesia, angka Arab dan huruf
Latn.

Pasal 16

(1) Penggunaan bahasa, angka dan huruf selain bahasa
Indonesia, angka Arab dan huruf Latin diperbolehkan
sepanjang tidak ada padanannya atau tidak dapat
diaptakan padanannya, atau dalam rangka perda-
gangan pangan ke luar negeri.

2) Huruf dan angka yang tercantum produksi Label harus
dan mudah dibaca.
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Pasal 17

Nama produk pangan harus menunjukkan sifat dan
atau keadaan yang sebenarnya.

Penggunaan nama produk pangan terientu yang sudah
terdapat dalam Standar Nasional Indonesia, dapat
diberlakukan wajib dengan keputusan Menteri teknis.

Penggunaan nama selain yang termasuk dalam Standar
Nasional Indonesia harus menggunakon nama yang
lazim atau umum, dengan memperhatikan Fasal 4
ayat (1).

Pasal 18

Dalam hal produk pangan telah memenubhi persyaratan
tentang nama produk pangan yang ditetapkan dalam
Standar Nasional Indonesia, produk pangan yang
bersangkutan dapat menggunakan nama jenis produx
pangan yang telah ditetaphan.

Dalam hal nama jenis produk pangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan dalam
Standar Nasional Indonesia, produk pangan yang
bersangkutan dapat menggunakan nama jenis produk
pangan yang ditetapkan oleh Menteri teknis sepanjang
memenuhi persyaratan bagi penggunaan nama jenis
produk pangan yang bersanykutan.

Produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan yang
ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia alau
Menteri teknis sebagainana pada ayat (1) dan ayat (2),



J)

()

(3)

(1)

dilarang menggunakan nama jenis produk yang
diberikan bagi produk pangan yang telah memenuhi
persyaratan yang ditetapkan.

Bagian Kelima
Keterangan Tentang Bahan Yang Digunakan

Pasal 19

Keterangan tentang bahan yang digunakan dalam
kegiatan atau proses produksi pangan dicantumkan
pada Label sebagai daftar bahan secara berurutan
dimulai dari bagian yang terbanyak, kecuali vitamin,
mineral dan zat penambah gizi lainnya.

Nama yang digunakan bagi bahan yang digunakan
dalam kegiatan atau proses produk pangan sebagai-
mana dimaksud dalam ayat (1) adalah nama yang lazim
digunakan.

Dalam hal nama bahan yang digunakan dalam kegiatan
atau proses produksi pangan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) telah ditetapkan -1alam Standar Nasional
Indonesia, pencanturnannyva pada Label hanya dapat
dilakukan apabila nama bahan yang bersangkutan telah
memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Standar
Nasional Indonesia.

Pasal 20

Air yang ditambahkan harus dicantumkan sebagai
komposisi pangan, kecuali apabila air itu merupakan
bagian dari bahan yang digunakan.
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2) Air atau bahan pada pangan yang mengalami

penguapan seluruhnya selama proses pengolahan
pang,an, tidak perlu dicantumkan.

Pasal 21

Pencantuman pernyataan pada Label bahwa pangan telah
ditambah, diperkaya atau difortifikasi dengan vitamin,
mineral, atau zat penambah gizi lain tidak dilarang,
sepanjang hal tersebut benar dilakukan pada saat
rengelahan pangan tersebut, dan tidak menyesatkan.

Pasal 22

(1) Untuk pangan yang mengandunyg Bahan Tambahan
Pangan, pada Label wajib dicantumkan golongan Bahan
Tambahan Pangan.

(2) Dalam hal Bahan Tambahan Pangan dan atau hode
internasional, pada Label dapat dicantumkan nama
Bahan Tambahan dan kode internasional dimaksud.
Kecuali Bahan Tambahan Fangan berupa pewarna.

(3) Dalam hal Bahan Tambahan Pangan berupa Pewarna,
selain pencantuman golongan dan nama Buhan
Tambahan Pangan. Pada Label wajib dicantumkan
indeks pewarna yang bersangkutan.
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Bagian Keenarn
Keterangan tentang Berat Bersih atau Isi Bersih Pangan

Pasal 23
Berat bersih atau isi bersih harus dicantumkan dalam satuan
metrik :
a. dengan ukuran untuk makanan cair;
b. dengan ukuran untuk makanan padat;

¢. dengan ukuran isi atau berat untuk makanan semi
padat atau kental.

Pasal 24

Pangan yang cigunakan medium cair harus disertai pula
penjelasan mengenai berat bersih setelah dikurangi medium
cair.

Pasal 25

Label yang memuat keterangan jumlah takaran saji harus
memuadt keterangan tenlang berat bersih atau isi bersih tiap
takaran saji.

Bagian Kerujuh
Keterangan tentang Nama dan Alamat

Pasal 26

(1) Nama dan alamat pihak yang memproduksi pangan
wajib dicantumkan pada Label.

(2) Dalam hal menyangkut pangan yang dimasukkan ke
dalam wilayah Indonesia, selain keterangan sebagai-
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mana dimaksud dalam ayat (1), pada Label walib pula
dicantumkan nama dan alainat pihak yang memasuk-
kan pangan ke dalam wilayah Indonesia

Dalam hal pihak yang memasukkan pangan ke dalam
wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) berbeda dari pihak yang mengedarkannya di dalam
wilayah Indenesia, selain keterangan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2). pada Label wajib pula
dicantumkan nama dan alamat pihak yang mengedar-
kan tersebut.

Bagian Kedelapan
Tanggal Kadaluarsa

Pasal 27

Tanggal, bulan dan (ahun kadaluarsa sebagaimana
dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) wajib dicantumkan
secara jelas pada Label.

Pencantuman tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa
scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan
setelah pencantuman tulisan “Baik Digunakan
Scbelum”, sesuai dengan jenis dan daya tahan pangan
yang bersangkutan.

Dalam hal produksi pangan yang kadaluarsa lebih dari
3 (tiga) bulan, diperbolehkan untuk hanya mencantum-
kan bulan dan tahun kadaluarsa saja.



Pasal 28

Dilarang memperdagangkan pangan yang sudah melam-
paui tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa scbagaimana

dicantumkan pada Label.
Pasal 29

Sctiap orang dilarang :
a. Menghapus, mencabut, menutup, mengganti Label,
melabel kembali pangan yang sudah diedarkan.

b. Menukar tanggal, bulan. dan tahun kadaluarsa pangan
yang diedarkan.

Bagian Kesembilan
Nomor Pendaftaran Pangan

Pasal 30

Dalam rangka peredaran pangan, bagi pangan olahan yang
wajib didaftarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, baik produksi dalam negeri
maupun yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia,
pada Label pangan clahan yang bersangkutan harus
dicantumkan Nomor Pendaftaran pangan.

Bagian Kesepuluh
Keterangan tentang Kode Produksi Pangan

Pasal 31

(1) Kode produks: pangan olahan wajib dicantumkan pada
Label, wadah atau kemasan pangan, dan terletak pada
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bagian yang mudah untuk dilihat dan dibaca.

(2) Kode produksi schagaimana dimaksud dalam ayat (1),
sekurang-kurangnya dapat memberikan penjelasan
mengenai riwayat produksi pangan yang bersangkutan.

Bagian Kesebelas
Keterangan tentang Kandungan Gizi

Pasal 32

(1) Tencantuman keterangan tentang kandungan gici
pangan pada Label wajip dilakukan bagi pangan yany:

a. dirertai pernyataan bahwa pangan mengandung
vitamin, mineral, dan atau zal gizi lainnva yang
ditambahkan; atau

b. dipersyaratkan berdasarkan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku di bidang mutu dan gizi
pang;an, wajib ditambahkan vitamin, mineral, dan
atau zat gizi lainnya,

2) Keterangan tentang kandungan gizi pangan sebagai-
mana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dengan
urutan :

a. jumlah keseluruhan energi, dengan perincian
berdasarkan jumlah energi yang berasal dari lemak,
protein dan karbohidrat;

b. jumlah keseluruhan lemak, lemak jenuh, kolesterol,
jumlah keselunihan karbohidrat, serat, gula, protein,
vitamin dan mineral.
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(3 Jika pelabelan kandungan gizi digunakan pada suatu
pangan, maka pada Label untuk pangian tersebut wajib
mamuat hal-hal berikut :

a. ukuran takaron saji;

b. jumlah sajien per kemasan;

¢. handungan enery per takaran saji;

d. Kandungan protein per sajian (dalam gram);

¢. kandungan karboludrat per sajian (dalam granij;

f. kandungan lemak per sajian (dalam gram);

5. persentase dari angka kecukupan gizi yang
dianjurkan.

I’asal 33

il) Pencantuman pernyataan pada Label banwa pangan
merupakan sumber suatu zat gizi tidak dilarang
scpanjanyg jumlah zat gizi dalam pangan tersebut
sekurang-kurangnya 10% lebih banyak dari jumlah -
Lkecukupan zat gizi sehari yang dianjurkan dalam satu
takarzn 3aji bagi pangan tersebut.

(2) Pencantuman pernyataan pada Label bahwa pangan
menganduny suatu zat gizi lebih unggul dari pada
produk pangan yang lain, dilarang.

Bagian Keduabelas
Keterangan Tentang Iradiasi Pangan «dan
Rekayasa Genetika

Pasal 34
(1) Pada Label untuk pangan yang mengalami perlakuan

iradiasi wajib dicantumhkan tulisan PANGAN IRADIASI,
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tujuan iradiasi, dan apabila tidak bolch diiradiasi ulang,
wajib dicantumkan tulisan TIDAK BOLEH DIIRADIASI
ULANG.

Dalam hal pangan yang mengalami perlakuan iradiasi
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan
bahan yang digunakan dalam suatu produk pangan,
prada Label cukup dicanturnkan keterangan tentang
nerlakuan iradiasi pada bahan yang diiradiasi tersebut
saja.

Selain pencantuman tulisan scbagaimana dimaksud
ayat (1), pada Label dapat dicantumkan logo Khusus
pangan irediasi.

Selain keterangan scbagaimana dimaksud pada ayat (1),
pada Label harus tercantum :

a. nama dan alamat penyelenggaraan iradiasi, apabila
tidak dilakukan sendiri oleh pihak yang mem-
produksi pangan;

b. tanggal iradiasi dalam bulan dan tahun;

c. narna negara tempat iradiasi dilakukan.

Pasal 35

Pada Label untuk pangan hasil rckayasa genetika wajib
dicantumkan tulisan PANGAN REKAYASA GENETIKA.

Dalam hal pangan hasil rekavasa genetika sebagmmana
dimaksud dalam ayat (1) merupakan bahan yang
digunakan dalam suatu produk pangan, pada Label
cukup dicantumkan keterangan tentang pangan



rekayasa genetika pada bahan yang merupakan pangan
hasil rekayasa genetika tersebut saja.

(3) Selain pencantuman tulisan sebagaimana dimaksuad
ayat (1), pada Label dapat dicantumkan logo khusus
pangan hasil rekayasa genetika

Bagian Ketigabelas
Keterangan tentang Pangan Sinletis yang Dibuat dari
Bahan Baku Alamiah

Pasal 36

(1) Pangan yang dibuat dari bahan baku alamiah dapat
diberi Label yang memuat keterangan bahwa pangan
itu berasal dari bahan alamiah tersebut, apabila pangan
itu mengandung bahan alamiah yang bersangkutan
tidak kurang dari kadar minimal yang ditetapkan
dalam standarisasi Nasional Indonesia.

(2) Pangan yang dibuat dari bahan baku alamiah yang
telah menjalani proses lanjutan, pada Labelnya wajib
diberi keterangan yang menunjukkan bahwa bahan
yang bersangkutan telah mengalami proses lanjutan.

Pasal 37

Pada Label untuk pangan yang dibuat tanpa menggunakan
atau hanya sebagian menggunakan bahan baku alamiah
dilarang mencantumkan pemyataan atau keterangan bahwa
Pangan yang bersangkutan seluruhnya dibuat dari bahan
alamiah.
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Bagian Keempatbelas
Keterangan lain pada Label Tentang
Pangan Olahan Tertentu

Pasal 38

Keterangan pada Label tentang pangan eolahan yang
diperuntukkan bagi bayi, anak berumur di bawah lima
tabun, ibu yang sedan;; hamil atau menyusui, orany yang
memtlami dict Khisus, orang lanjut usia, dan orany; yang
berpenvakit tertentu, wajib memuat heterangan tentang
peruntukkan, cara penggunaan, dan atau keterangan lain
yang perlu diketahui, termasuk mengenar dampak pangan
tersebut terhadap keschatan manusia.

Pasal 39

(1) Pada Label untuk pangan olahan yang memeriukan
penyiapan dan atau penggunaannya dengan cara
tertentu, wajib dicantumkan keferangan tentang cara
penyiapan dan atau pengpunaannya dimaksud.

(2) Apabila percantuman keterangan scbagaimana dimaksud
dalam ayat (1) tidak mungkin dilakukan pada Label,
manusia pencantuman keterangan dimaksud sekurang-
kurangnya dilakukan pada wadah atau kemasan
pangan.

Pasal 40

Dalam hal mutu suatu pangan tergantung pada acara
penyiinpanan atau menwerlukan cara penyimpanan khusus,
maka petunjuk tentang cara penyimpanan harus dicantum-
kan pada Label.
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Pasal 41

Pada Label untuk pangan yang terbuat dari bohan setengah
jadi atau bahan jadi, dilarang dimuat keterangan atau
pernyataan bahwa pangan tersebut dibuat dari bahan yang
scgar.

Pasal 42

Keterangon lebih lanjut yang diperlukan bagi pelahsanaan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40
dan Pasal 41 ditetapkan olch Menteri Keschatan.,

Bagian Kelimabelas
Kelcerangan tentang Bahan Tambahan Pangan

Pasal 43

(1) Selain keterangan svbagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (2), pada Label untuk Bahan Tambahan Pangan
wajib dicantumkan :

a. tuiisan Bahan Tambahan Pangan;

b. nama golongan Bahan Tambahan Pangan;

¢. nama Bahan Tambahan Pangan, dan atan nomor
kode internasional yang dimilikinya.

{2) Ketentuan lebib lanjut tentang tata cara dan persyaratan
tentang Label Bahan Tambahan Pangan diatur oleh
Menteri Kesehatan.
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BAB III
1IKLAN PANGAN

Bagian Pertama
Umum

Pasal 44

Setiap iklan tentang pangan yang diperdagangkan
wajib memuat keterangan mengenai pangan secara
besar dan tidak menyesatkan, baik dalam bentuk
gambar dan atau suara, pernyataan, dan atau bentuk
apapun lainnya.

Setiap iklan tentang pangan tidak bolch bertentangan
dengan norma-norma kesusilaan dan ketertiban umum.

Pasal 45

Schap orang yang memproduksi dan atau memasukkan
ke dalam wilayah Indonesia pangan untuk diper-
dagangkan, dilarang memuat pernyataan dan atau
keterangan yang tidak benar don atau yang dapat
menyesatkan dalam iklan.

Penerbit, pencetak, pemegang izin siaran radio atau
televisi, agen dan atau medium yang dipergunakan
untuk menyebarkan iklan, turut bertanggung jawab
terhadap isi iklan yang tidak benar, kecuali yang
bersangkutan telah mengambil tindakan yang
diperlukan untuk meneliti kebenaran isi iklan yang
bersangkutan.



(3) Untuk kepentingan pengawasan, penerbitan, pencetakan,

Femegang izin siaran radio atau televisi, agen doan atau
muedium yang dipergunakan untuk menyebarkan iklan
dilarang merahasiakan identitas, nama dan alamat
pPemasang iklan.

Pasal 46

Setiap orang yang menyatakan dalam iklan bahwa pangan
yang Jdiperdagangkan adalah sesuai dengan persyaratan
25ama atau kepercayaan tertentu, bertangguny jawab atas
kebenaran pernyataan tersebut.

Pasal 47

(1) Iklan dilarang dibuat dalain bentuk apapun untuk

)

3)

(4)

diedarkan dan atau discbarluaskan dalam masyarakat
dengan cara mendiskreditkan produk pangon lainnya.

Iklan dilarang semata-mata menanipilkan anak-anak
berusia di bawah 5 (lima) tahun dalam bentuk apapun,
kecuali apabila pangan tersebut diperuntukkan bagi
anak-anak yang berusia di bawah 5 (lima) tahun.

Iklan tentang pangan olahan tertentu yang mengan-
dunyg bahan-bahan yang berkadar tinggi yang dapat
membahayakan dan atau mengganggu pertumbuhan
dan atau perkembangan anak-anak dilarang dimuat
dalam media apapun yang secara khusus ditujukan
untuk anak-anak.

Iklan tentang pangan yang diperuntukkan bagi bayi
yang berusia sampai dengan 1 (satu) tahun, dilarang
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dimuat dalam media massa, kecuali dalam media cetak
khusus tentang kesehatan, setelah mendupat persetuju-
an Menteri Kesehatan, dan dalam iklan yang
bersangkutan wajib memuat kelerangan bahwa pangan
vanyg bersanygkutan bukan pengganti ASIL

Bagian Kedua
Iklan Pangan yang Berkaitan dengan
Gizi dan Kesehatan

Pasal 48

Pernyataan dalam bentuk apapun tentang manfaat pangan
bagi kesehatan yvang dicantumkan pada iklan dalam me:lia
massa, harus disertai dengan keterangan yang mendukung
pernyataan itu pada iklan yang bersangkutan secara jelas
svhingga mudah dipahami oleh masyarakat.

(1)

(2)
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Pasal 49

lklan dalam media massa yang menyatakan bahwa
pangan terscbut adalah pangan yang diperuntukkan
bagi orang yang menjalankan diet khusus, wajib
mencantumkan unsur-unsur dari pangan yang
mendukung pernyataan tersebut.

Selain keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), iklan tersebut wajib pula memuat keterangan
tentang kandungan gizi pangan serta dampak yang
mungkin terjadi apabila pangan tersebut dikonsumsi
olch orang lain yang tidak menjalankan diet khusus
dimaksud.



Pasal 50

Ixlan dilarang memuat keterangan atau pernyataan bahwa
pangan terscbut adaluh sumber energi yang unggul dan
segera memberikan kekuatan.

Bagian Ketiga
Iklan tentang Pangan untuk Kclompok Orang Tertentu

Pasal 51

(1) 1klan tentang pangan yang diperuntukkan bagi bayi
dan atau anak berumur di bawah lima tahun wajib
memuat keterangan mengenai peruntukannya.

(2) Selain keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
iklan dimaksud harus pula memuat peringatan
mengenai dampak negatif pangan yang bersangkutan
bagi keschatan.

Pasal 52

[klan tentang pangan olahan yang mengandung bahan yang
dapat mengianggu pertumbuhan dan atau kesehatan anak
wajib memuat peringatan tentang dampak negatif pangan
tersebut bagi keschatan dan pertumbuhan anak.

Pasal 53

Iklan dilarang memuat pernyataan atau keterangan bahwa
pagan vang bersangkutan dapat berfungsi sebagai obat.
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Bagian Keempat
Iklan yang Berkaitan dengan Asal dan
Sifat Bahan Pangan

Pasal 54

Iklan tentang pangan yang dibuat tanpa menggunakan atau
hanya sebagian menggunakan bahan baku alamiah dilarang
memuat pernyataan atau keterangan bahwa pangan yang
bersangkutan seluruhnya dibuat dari bahan alamiah.

Pasal 55

Iklan tentang pangan yang dibuat dari bahan setengah jad
atau bahan jadi, dilarang memuat pernyataan atau
keterangan mengenai pangan tersebut dibuat dari bahan
yang segar.

Pasal 56

Iklan yang memuat pernyat2an atau keterangan bahwa
pangan telah diperkaya dengan vitamin, mineral, atau zat
penambah gizi lainnya tidak dilarang, sepanjang hal
tersebut benar dilakukan pada saat pengolahan pangan
tersebut.

Pasal 57

Pangan yang dibuat atau berasal dari bahan alamiah
tertenitu hanya dapat diiklankan sebagai berasal dari bahan
baku alamiah tersebut, apabila pangan terscbut mengan-
dung bahan alamiah yang bersangkutan tidak kurang dari
persyaratan minimal yang ditetapkan dalam Standar
Nasional Indonesia.
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Bagian Kelima
1klan Tentang Minuman Beralkohol

Pasal S8

(1) Setiap orang dilarang mengiklankan minuman
beralkohol dalam media massa apapun.

(2) Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) adalab minuman berkadar etanol (C,H.OH)
lebih dari atau sama dengan 1% (satu per seratus).

BAB IV
PENGAWASAN

Bagian Pertama
Kelembagaan

Pasal 59
Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan tentang Label
dan Iklan dilaksanakan oleh Menteri Kesehatan.
Bagian Kedua
Pejabat Pemeriksa

Pasal 60

(1) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 59, Menteri Kesehatan menunjuk pejabat
untuk discrahi tugas pemeriksaan.
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(2)

)

(1)

(3)
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Pejabat pemweriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipililv dan ditunjuk oleh Menteri Kesehatan berdasarkan
keahlian tertentu yang dimiliki.

Pejabat pemenksa sebagaimana dimaksud dalam avat
(1), diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kesehatan.

BAB V
TINDAKAN ADMINISTRASI

Pasal 61

Setiap orang vang melanggar ketentuan-ketentuan
scbaymimana dimaksud dalam Feraturan Pemerintah ini
dikenakan tindakan administratif.

Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam
avat (1), meliputi :
a. Peringatan sccara tertulis;

b. larangan untuk mengedarkan untuk sementara
waktu dan atau perintah untuk menarik produk
yangan dari peredaran;

c. pemusnahan jika terbukti membahayakan jiwa dan
keschatan manusia;

d. penghentian produksi untuk sementara waktu;

pengenaan denda paling tinggi Rp. 50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah), dan atau;

f. pencabutan izin produksi atau izin usaha.

Pengenaan tindakan administratif sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ¢, d, e, dan f hanya



()

dapat dilakukan setelah peringatan tertulis sebagaiinana
dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan sebanyak-
banyaknya tiga kali.

Pengenaan tindakan administratif scbagaimana
dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan
oleh Menteri teknis sesuai dengan kewenangannya
berdasarkan masukan dari Menteri Kesehatan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

Pasal saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini semua
peraturan perundang-undangan tentang label dan iklan
yang telah ada dan bertentangan dengan Peraturan
Pemerintah ini, dinyatakan tidak berlaku.

BADB VII
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 63

Ketentuan tentang label sebagaimana dimaksud dalam
I'craturan Pemcrintah ini tidak berlaku lagi :

pangan yang kemasannya terlalu kevil sehingga tidak
mungkin dicantumkan seluruh keterangan dimaksud
dalam Peraturan Pemerintah.

pangan yang dijual dan dikemas secara langsung di
hadapan pembeli dan jumlah kecil-kecil;
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¢. pangan yang dijual dalam jumlah besar (curah).

BAB VIl
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 64
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 1 (satu) tahun
terhitung sejak tanggal diundanghan agar setiap orang
mengctahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Pemerintah in1 dengan penempatannya dalam Lembaran
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Juli 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Juli 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

tid.
MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1999 NOMOR 131



PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 69 TAHUN 1999
TENTANG
LABEL DAN IKLAN PANGAN

UMUM

Terciptanya perdagangan pangan vang jujur dan bertanygungs
jawab murupakan salah satu tujuan penting pengaturan,
pembinaan, dan pengawasan di bidang pangan scbagai-
mana dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun
1996 tentang Pangan. Salah satu upaya untuk mencapai
tertib pengaturan di bidang pangan adalah melalui
pengaturan di bidang label dan iklan pangan, yang dalam
prakieknya selama ini belum memperoleh pengaturan
sebagaimana mestinya.

Banyaknya pangan yang tersebar di masyarakat tanpa
mengindahkan ketentuan tentang pencantuman label dinilai
sudah meresahkan. Perdagangan pangan vang kadaluarsa,
pemakaian bahan pewarna yang tidak diperuntukkan bagi
pangan atau perbuatan-perbuatan lain yang akibatnya
sangat merugikan masyarakat, bahkan dapat mengancam
kesehatan dan keselamatan jiwa manusia, terutama bagi
anak-anak pada umumnya dilakukan melalui penipuan
pada iabel pangan atau melalui iklan. Label dan 1klan
pangan yang tidak jujur dan atau menyesatkan berakibat
buruk terhadap perkembangan keschatan manusia.
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Dalam hubungannya dengan masalah label dan iklan
pangan maka masyarakat perlu memperoleh informasi yang
benar, jelas dan lengkap baik mengenai kuantitas, isi,
kualitas maupun hal-hal lain yang dipuerlukan mengenai
pangan yang beredar di pasaran. Informasi pada label
pangan atau melalui iklan sangat diperlukan bagi
masyarakat agar supaya masing-masing individu secara
tepat dapat menentukan pilihan sebelum membeli dan aiau
mengkonsumsi pangan. Tanpa adanva informasi vang jeias
maka kekuranghn-kecurangan dapat terjadi

Perdagangan pangan yang jujur dan bertangguny jawab
bukan semata-mata untuk melindungi kepentingan
masyarakat yang mengkonsumsi pangan. Melalui
pengaturan yanyg tepal berikut sanksi-sanksi hukum yang
berat, diharapkan sctiap orang yang mempraduksi pangan
atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia
untuk diperdaganghan dapat memperoleh perlindungan
dan jaminan kepastian hukum. Persaingan dalam per-
dogangan pangan diatur supaya pihak yang memproduksi
pangan dan pengusaha iklan diwajibkan untuk membuat
iklan secara benar dan tidak menyesatkan masyarakat
melalui pencantuman label dan iklan pangan yang harus
memuat keterangan mengenai pangan dengan jujur.

I'emerintah menyadari perkembangan teknologi pangan
sangat berpengaruh terhadap pelabelan pangan.
Perkembangan tersebut tidak mungkin dicakupi secara
keseluruhan melalui Peraiuran Pemerintah ini. Namun, hal
itu tidak mmungkin pula untuk dikesampingkan tanpa
memhuka peluang untuk pengaturan lebib lanjut. Dalam
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kondisi yang demikian, Peraturan Pemerintah in1 sekaligus
memerintahkan kepada instansi terkait untuk mengaturnya
manakala diperlukan. Sudah barang tentu pengaturannya
disusuaikan dengan lingkup tugas dan hkewenangan yang
melckat pada instansi yang bersangkutan.

Tidak hanva masalan yang berhubungan dengan keschatan
sija yang perlu diinformasikan secara benar dan tidak
menvesatkan melalui label dan atau iklan pangan, namun
perhindunyan secara batiniah perlu diberikan kepada
masyarakaot. Masyarakat Islam merupakan jumiah terbesar
dart penduduk Indonesia yang secara khusus dan nen
dishriminatif perlu dilindungi melalui pengaturan halal.
Bagaimanapun juga, hepentingan agama atau kepercavaan
lannya tetap dilindungi melalui tanggung jawab pihak yany
memproduksi pangan atav memasukhan pangan ke dalam
wilavah Indonesia untuk diperdagangkan bagi keperluan
tersebut.

Selain daripada keterangan-keterangan yang wajib dimuat
pada label scbagaimana diinginkan eleh Pasal 30 ayat (2)
Undang-undanyg Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan,
tharar juga hal-hal lain vang sekiranya dapat diinformasikan
kepada masyarakat. Untuk menampung pengaturan
tersebut maka pokok-pokok vang mendasari pengaturan
vane berkaitan dengjan label tentang nutrisi atau giei ba i
Eepentingun keiompok masvarakat tertentu distur di dalam
Peraturan Pemerintah ini. I'engaturan selanjumya diserahkan
repada Menteri Feschatan yang lebih memahami tentang
aspek heschatan masyarakat, termasuk akibat sampingan
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pangan tertentu terhadap kescehatan kelompok masyarakat
tertentu.

Schagaimana telah diuraikan di atas, penganih pangan yany
dikonsumsi terhadap kesehatan manusia perlu diwaspadai.
Oleh karena itu, iklan tentang pangan perlu secara khusus
diatur dan dikendalikan dengan scebaik-baiknya melalui
Peraturan Pemerintah ini. Penyzgunaan anak-anak berusia di
bawah lima tabun secara tegas dilarang untuk mengiklan-
kan pangan yang tidak secara khusus ditujukan untuk
konsumsi oleh mereka. Larangan ini sangat diperluhan
untuk menghindarkan anak-anak terhadap pengaruh iklan
yang bersifat negatif atau menyesatkan yang secara mudah
diterima oleh anak-anak yang secara alamioh belum mampu
membedakan hal-hal yang baik atau yang buruk.

Peraturan Pemerintah im1 mewajibkan agar label ditulis
dengan menggunakan bahasa Indonesia, angka Arab dan
atau huruf Latin. Ketentuan ni berlaku mengikat tidak
hanya terhadap pangan yang diproduksi di dalam neger,
namun berlaku juga terhadap pangan yang dimasukkan ke
dalam wilayah Indenesia untuk diperdagangkan. Tujuan
pengaturan ini dimaksudkan agar informasi tentanyg pangan
dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat, baik di
kota maupun di desa-desa,

Deugan tidak mengesampinghan pengaturan yang sudah
ada dalam lingkungan Undang-undang vang mengatur
tentang kesehatan, maka Peraturan I’emerintah tentong label
dan iklan pangan sebagai pelaksanaan dari Undang-undang
Nomer 7 Tahun 1996 tentang Pangran merupakan pelengkap
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terhadap pengaturan yang sudah ada. Tujuan daripada
pengaturan terscbut adalah untuk lebih memperkuat
jaminan kepastian hukum bagi masyarakat yang meng-
konsumsi pangan.

Pada akhirnya, keterpaduan tugas di bidang pengawasan
dalam pelaksanaan Peraturan Femerintah ini sangat
tergantung pada kemampuan aparatur negara untuk
menghindari tunbulnya ekses yang tidak diharapkan.

PASAL DEMI PASAL

Fasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4
Yang dimaksud dengan “pangan olahan tertentu”
dalam ketentuan ini adalah pangan olahan untuk
konsumsi bagi kelompok tertentu, misalnya susu
formula untuk bayi, pangan yang diperuntukkan bagi
ibu hamil atau menyusui, pangan khusus bagi
penderita penyakit tertentu, atau pangan lain jenis yang
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mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan
kualitas kesehatan manusia.

Pasal 5
Ayat (1)

Keterangan tidak benar adalah suatu kzterangan vang
isinya bertentangan dengan kenyataan sebenarnya atau
ticlak memuat keterangan yang diperlukan agar
keterangan tersebut dapat memberikan gambaran atau
kesan yang scbenarnya tentang pangan

Keterangan yang menyesatkan adalah pernyataan yanyg
berkaitan dengan hal-hal seperti sifat, harga, bahan,
muty, komposisi, manfaat arau kearmnanan pangan yang
meskipun benar dapat menimbulkan gamt:aran yang
menyesatkan pemahaman mengenai pangan yang
bersangkutan.

Ayat (2)

Culup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
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Yang dimaksud dengan pernyataan (klaim) tentang
mantaat kesehatan di dalam Peraturan Pemerintah ini
adalah pernyataan bahwa produk pangan tertentu
mengandung zat gizi dan atau zat non gizi tertentu
yang bermanfaat jika dikonsumsi atau tidak boleh
dikonsumsi bagi kelompok tertentu, misalnya untuk
anak-anak berusia di bawah lima tahun, kelompuk
Janjut usia, ibu hamil dan menyusui, dan sebagzainya.
Yang dimaksud bahwa pernvataan terscbut hanya



dapat dicantumkan pada label atau iklan apabila secara
ilimiah hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan
adalah, antara lain melalui uji laboratorium atau uji
klinis.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 7
Ketentuan ini berlaku juga terhadap pangan yang
berdasarkan fakta ilmiah bermanfaat bagi keschatan,
tidak boleh diiklankan sebagai obat.

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup julas

Pasal 10

Ayat (1)
Pencantuman keterangan halal atau tulisan "halal”
pada label pangan merupakan kewajiban apabila pihak
vang memproduksi dan atau memasukkari pangan ke
dalam wilayah Indonesia menyatakan (mengklaim)
bahwa produknya halal bagi umat Islam.
Penggunaan bahasa atau huruf selain bihasa Indonesia
dan huruf Latin, harus digunakan bersamaan dengan
padanannya dalam bahasa Indonesia dan huruf Latin.
Kelerangan tentang kechalalan pangan tersebut
mempunyai arti yang sangat penting dan dimaksudkan
untuk meclindungi masyarakat yang beragama Islam
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agar terhindar dari mengkonsumsi pangan yany tidak
halal (haram).

Kebenaran suatu pernyataan halal pada label pangan
tidak hanya dibuktikan dari segi bahan baku, bahan
tambahan pangan. atau bahan bantu yang digunakan
dalam memproduksi pangan, tetapi harus pula dapat
dibuktikan dalam proses produksinya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Fasal 11
Ayat (1)
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Pencantuman tulisan halal pada dasarnya bersifat
sukarela. Namurn setiap orang yang memproduksi dan
atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indunesia
untuk diperdaangkan menyatakannya sebaygai produk
vang halal, sesuai ketentuan ia wajib mencantumkan
tulisan halal pada label proauknya. Untuk menghindar-
kan timbulnya keraguan di kalangan umat Islam
terhadap kebenaran pernyataan halal tadi. dan dengan
deinikian juga untuk kepentingan kelangsungan atau
kemajuan usahanya, sudah pada tempatnya bila
pangan yang dinyatakan sebagai halal tersebut
diperiksa terlebih dahulu pada lembaga yvang telah
diakreditasi olch Komite Akreditasi Nasional (KAN).
Pemeriksaan tersebut dimoksudkan untuk memberikan
ketenteraman dan keyakinan umat Islam bahwa pangan
yang akan dikonsumsi memang aman dari segi agama.



Ayat (2)
Lembaga keagamaan dimaksud adalah Majelis Ulama
Indonesia. Pedoman ini bersifat umum, dan antara lain
meliputi pernyataan bahan, proses atau produknya.

Pasal 12
Yang dimaksud dengan “bagian utama label pangan”
adalah bagian dari label yang memuat keterangan
paling penting untuk diketahui oleh konsumen.

Pasal 13

Ayat (1)
Selain ketiga keterangan sebagairana dimaksud dalam
ketentuan ini, maka keterangan tentang halal dapat
dicantumkan pada bagian utama label pangan, agar
mudah dilihat dan diketahui oleh masyarakat yang
akan membelinya.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jeias

Pasal 15
Ketenluan ini dimaksudkan agar pangan olahan yang
diperdagangkan di Indonesia, harus menggunakan
label dalam bahasa Indonesia. Khususnya baga pangan
olahan untuk diekspor, dapat dikecualikan dari

ketentuan ini.
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Pasal 16
Ayat (1)

Cukup jelas
Avat (2)

Cukup jelas
Pasal 17
Avyat (1)

Cukup jelas
Avat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Dengan perkembangan teknewogi di bidang pangan
maka terdapat produk pangan terlentu yang tdal. otau
belum memiliki nama produl, misalnya makanan
ringan yany dikenal dengan istilah snacks seperti chiki,
tazeos, dan lain-lain. Oleh karena iwu cukup dicantum-
kun nama jenis produk pangan yang bersangkutan,
seperli rnakanan ringan.

Ketentluan ini hanya menggjinkan penggunaan bahasa
asing secara terbatas, yaitu dalam hal tidak ada
padanannya dalam bahasa Indonesia.

Pasal 18
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
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Pasal 19
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayal (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Avat (1)
Dengan mencantumkan jumlah air yang digunakan
scbagai campuran suatu produk pangan maka scliap
vrang vang akan mengkonsumsi pangan dapat menge-
tahui jumlah berat bersih pangan yang tersangkutan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 21

Penggunaan kata “tidak menyesatkan” dimaksudkan
karena meskipun pengkayaan atau penambahan
vitamin. mineral atau zat gizi benar dilakukan pada saat
pengolahan, tetapi pencantuman pernyataan atas
pengkayaan tersebut masih mungkin tetap dapat
menyesatkan misalnya dalam hal untuk jenis pangan
vang bersangkutan karena pola pengkonsumsinya,
pengkayaan terscbut tidak membawa mantaat apapun
bagi konsumsi kecuali manfaat komersial yang
diperoleh produsen.
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Pasal 22

Ayat (1)
Pencantuman nama golongan bahan Tambahan Pangan
diperlukan agar setiap orang yang mengkonsumsi
pangan secara jelas dapat mengetahui jenis-jenis Bahan
Tambahan Pangan yang dipergunakan.

Avyat (2)
Kewajiban untuk mencantumkan nomor kode inter-
nasional memudahkan bagi setiap orang yang
memproduksi maupun mengkonsumsi pangan tertentu
sekaligus memudahkan pengawasannya.

syat (3)
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Yang dimaksudkan dengan berat bersih setelah
dikurangi medium cair adalah berat bersih pangan
dalam keadaan tidak dicampuri air (berat setelah
ditiris).

Fasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Ketentuan ini dimaksudkan agar konsumen dapat

memperoleh informasi tentang produsen asal maupun
importir pangan yang bersangkutan di Indonesia.
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Ayat (3)
Ketentuan ini dimaksudkan agar konsumen dapat
memperoleh informasi yang lengkap, yaitu baik
importir maupun distributor pangan yang bersang-
kutan.

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Meskipun keterangan yang digunakan adalah kata
“baik digunakan sebelum”, namun hal ini tidak
mengurangi makna ketentuan yang menyatakan
tentang larangan memperdagangkan pangan yang
melampaui saat kadaluwarsanya.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Nomor Pendaftaran Pangan adalah nomor yang
diberikan bagi pangan olahan yang dimaksud dalam
ketentuan ini dalom rangka peredaran pangan.

467



Pasal 31
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “riwayat produksi” adalah
penjelasan mengenai waktu produksi atau rangkaian
mats rantai produksi.

Pasal 32
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Yang dimaksud dengan jumlah keseluruhan hanya
berlaku untuk kalori, lemak dan karbohidrat. Untuk
kalori artinya kalori total yang berasal dari lemak,
protein dan karbohidrat. Untuk lemak artinya
lemak totzl, sedangkan untuk karbohidrat artinya
karbohidrat total.

Ayat (3)
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Angka kecukupan gizi atau dikenal dengan istilah
Recommended Dietary Allowance of Nutrients merupa-
kan pengertian di bidang gizi yang dianut di Indonesia,
yang mendasarkan perhitungannya scsuai dengan pola
konsumsi pang:-n dan kebutuhan gizi manusia
Indonesia sendiri, yang dalam hal ini tidak sama dengin
yang berlaku di negara-negara lain karena adanya
perbedaan g »ografis, pola makan, dan lain-lain.



Pasal 33

Ayat (1)
Ayat ini melarang pencantuman pernyataan pada label
pangun buhwa sesuatu pangan merupakan sumber
sesuatu zat gizi tertentu, kecuali bila jumlah zat gizi
dalam pangan tersebut sekurang-kurangnya 10% dari
jumlah zat gizi harian yang dianjurkan dalam satu
takaran saji. Ketentuan mengenai jumlah minimal dari
suatu zat gizi yong diizinkan diatur di dalam Standar
Nasional Indonesia (SNI). Dalam hal belum ada
pengaturannya, maka Menteri Keschatan berwenang
untuk menetapkan kadar minimal yang waijib dipenuhi
dalam produksi pangan tertentu.

Ayal (2)
Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Dengan helentuan ini tulisan PANGAN IRADIASI tidak
perlu dicantumkan pada produk tersebut, melainkan
cukup dengan keterangan pada bahan yang digunakan
itu saja bahwa bahan yang digunakan tersebut telah
mengalami perlakuan diradiasi.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ay:\t (4)
Cukup jelas
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Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Dengan ketentuan ini tulisan PANGAN REKAYASA
GENETIKA tidak perlu dicantumkan pada produk
tersebut, melainkan cukup dengan keterangan pada
bahan yang digunakan itu saja bahwa yang digunakan
tersebut merupakan pangan hasil rekayasa genetika.
Avat (3)
Cukup jelas
Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pagal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jeias

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

470



Pasal 43

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Peraturan pelaksanaan tersebut, antara lain mengatur
tentany hal-hal sebagai berikut :

1. Fangan yang mengandung bahan tambahan pangan
golongan anti oksida, pemnanis buatan, pengawet,
pewarna dan penguat rasa harus dicantumkan pula
nama bahan tambahan pangan, dan nomor indek
khusus untuk pewarna.

2. Peringatan misalnya konsumsi berlebihan mem-
punyai efek laksatif; untuk pemanis buatan
aspartam mencantumkan peringatan feniketonurik,
mengandung fenilalanin; produksi label sediaan
pemanis buatan dan pangan yang mengandung
pemanis buatan mencantumkan tulisan yang
menyatakan bahwa pangan tersebut untuk
penderita diabetes dan atau crang yang membutuh-
kan pangan yang berkalori rendah.

3. Untuk sediaan pemanis buatan kesetaraan
kemanisan dibandingkan dengan gula.

4. Tulisan mengandung gula dan pemanis buatan, jika
pangan tersebut selain mengandung pemanis
buatan juga mengandung gula.

Pasal 44

Ayat (1)
Cukup jelas
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Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 45
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47
Ayat (1)

Yang dimaksud “produk pangan lainnya” adalah
produk pangan yang diperdagangkan dengan merk
dagang. Larangan mendiskreditkan produk lain
bertujuan agar konsumen mempunyai kebebasan
memilih berdasarkan pengetahuan sendiri terhadap
suatu produk pangan tanpa dipengaruhi oleh iklan
yang bersifat mendiskreditkan produk lain sejenis.

Ayat (2)
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Ketentuan ini dimaksud untuk menghindari adanya
pengeksploitasian anak dalam iklan pangan, khususnya
yang semata-mata menampilkan anak-anak di bawah
lima tahun namun bukan untuk pangan yang khusus
anak-anak kelompok usia tersebut.

Dalam konteks iklan pangan tersebut, dapat saja



menampilkan anak-anak berusia di bawah lima tahun,
namun ditampilkan dalam suatu konteks yang lebih
luas, misalnya bersama keluarga.

Ayat (3)
ketentuan ini dimaksudkan ini untuk mencegah
meluasnya konsumsi pangan olahan tertentu yang
mengandunyg bahan-bahan yang berkadar tinggi,
misalnya moncsodium glutamat (MSG), gula, lemak
atau karbohidrat, yang dapat membahayakan atau
mengganggu pertumbuhan dan atau perkembangan
anak-anak.

Avat (1)
Persetujuan Menteri Kesehatan yang dimaksud dalam
ayat ini hanya merupakan persetujuan bagi maleri
iklan, agar dapat lebih terselecksi mengenai penyebar-
luasan informasi mengenai pangan yang diperuntukkan
bagi bayi, dan semata-mata dilakukan untuk lebih
meningkatkan penggunaan Air Susu [bu.
Yang dimaksud dengan pangan yang diperuntukkan
bagi bayi adalah susu bayi, namun tidak termasuk
makanan pendamping ASI seperti bubur bayi.

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas

473



Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pangan yang diperlukan bagi
bayi dalam ketentuan ini adalah makanan pendamping
ASI seperti bubur bayi, namun tidak termasuk pangan
pengganti Air Susu Ibu yang lazim susu formula bayi.
Avyat (2)
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Pangan berbeda dengan vbat dan masing-masing
mempunyai karakter yang spesifik, yaitu pangan tidak
menyembuhkan sedangkan obat untuk penyembuhan.
Pangan tidak dapat berfungsi sebagai obat, sehingga
mengiklankan pangan sebagai cbat merupakan
perbuatan yang menipu konsumen.

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas
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Pasal 58
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan minuman beralkohol adalah
minuman yang mengandung etanol (C,H,OH) yang
dapat diperdagangkan, sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[Pasal 59

Kewenangan pengawasan yang dilakukan oleh Menteri
Keschatan sebagaimana diatur dalam ketentuan ini
adalah dalam hal mengawasi kesesuaian atau
pemenuhan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah
dengan keterangan atau pernyataan dalam label dan

iklan yang beredar di masyakat.

Pasal 60
Avat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Pasal 61
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas
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Ayat (1)
Cukup jelas

Fasal e2
Cukup jelas

Pasal 63

Huruf a

Pengecualian ini dimaksudkan hanya bagi produk
pangan yang kemasaranya terlalu kecil, sehingga secara
teknis sulit memuat seluruh keterangan yang diwajib-
kan sebagaimana berlaku bayi produk pangar lainnya,
yang lazimnya oleh pihak yang memproduksi pangan
vang bersangkutan, pangan tersebut dimasukkan ke
dalam kemasan yang lebih besar yang memungkinkan
untuk memuat keterangan scbagaimana dimaksud
dalam Peraturan Pemerintah mi.

Selain itu, dalam produk pangan yang dikemas dalam
bentuk yang sangat kecil tersebut tetap perlu dirnvat
nama dan alamat pihak yang memproduksinya.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf ¢
Yang dimaksud dengan pangan dalam jumlah bcsar
(curah) adalah pangan yang dikemas dalam wadabh,
schingga volume bersih pangan yang bersangkutan
lebih dari 500 liter atau berat bersih pangan yang
bersangkutan lebih dari 500 kilogram.

Pasal 64
Cukup jelas
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INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1991

TENTANG

PENINGKATAN PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PRODUKSI
DAN PEREDARAN MAKANAN OLAHAN

PRESIDEN RET'UBLIK INDONESIA

Menimbang :

Mengingat

KETADA

a.

b.

bahwa makanan merupakan salah satu
kebutuhan pokok yang memegang
peranan penting dalam usaha mening-
katkan keschatan, dan kecerdasan
masyarakat Indonesia;

bahwa masyarakat perlu dilindungi
terhadap produksi dan peredaran
makanan olahan yang tidak memenuhi
syarat terutama dari segi mutu,
kesehatan, keselamatan dan keyakinan
agama;

bahwa untuk mencapai hal tersebut
perlu dilakukan peningkatan pembinaan
dan pengawasan kegiatan produksi,
peredaran dan/atau, pemasaran
makanan olahan yang dilakukan secara
terus-menerus dan terkocrdinasi;

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar
1945;

MENGINSTRUKSIKAN :

1.

Menteri Koordinator Bidang Kesejah-
teraan Rakyat;

177



Untuk :
PERTAMA

KEDUA

KETIGA
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Menteri Dalam Negeri;

Menten Keschatan;

ivlenteri Perindustrian;

Menteri Pertanian;

Menteri Pardagangan;

Mentedi Agama;

Para Gubernur/Kcepala Daerah Tingkat .

% NG W W

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan
Rakyat mengkoordimasikan peningkatan
usaha-usaha pembinaan dan pengawasan
produksi dan peredaran makanan olahan
yang dilakukan oleh Menteri Kesehatan,
Menteri Perindustrian, Mentcn Pertanian
dan Menteri Perdagangan, serta munerap-
kan ketentuan lebih lanjut yang diperclukan
bagi pelaksanaannya.

Koordinasi peningkatan usaha pembinaan
dan pengawasan sebagaimana dimaksud
dalam diktum PERTAMA, mcliputi sinkroni-
sasi kebijakan, penyusunan program dan
pelaksanaan kegiatan, dan pengendaliannya.

Menteri Keschatan, Menteri Perindustrian,
Menter Pertanian, don Menteri Perdagangan
sesuai dengan kewenangannya masing-
masing menetapkan pengaturan, melaksana-
kan pembinaan dan pengawasan kegiatan
produksi makanan olahan serta peredaran-
nya sesuai dengan kebijakan terpadu
sebagaimana dimaksud dalam diktum



KEEMPAT

KELINA

KEDUA schingga pemilihan bahan, proses
pengelahan. pengemasan, penandaan/
pemberinn label serla peredaran dan atau
pcmasarannya benar-benar memenuhi
persyaratan muty, keschatan, keselamatan,
dan kejelasan kepada masyarakat dalam
meneantukan pilihan sesuai dengan
kevakinan agamanya.

Menteri Agama memberikan penyuluhan
yang seluas-luasnya kepada umat beragama
sehingga dapat menetapkan pilihan dengan
benar terhadap produk makanan olahan

“yang sesuai dengan keyakinan agama

masing-masing.

Menten Dalam Newen memberikan petunjuk
kepada para Cubernur/Kepala Dacrah
Tingkat 1 dalam membantu pelaksanaan
pembinaan dan pengawasan produksi serta
peredaran makanan olahan di wilayah
masing-masing sestai dengan Instruksi
[residen ini. Instruksi Presiden ini mulai
berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta.
Pada tanggal 12 Juni 1991

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SOEHARTO
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PIAGAM KERJASAMA
DEPARATEMEN KESEHATAN, DEPARTEMEN AGAMA
DAN MAJELIS ULAMA

TENTANG

PELAKSANAAN PENCANTUMAN LABEL “HALAL"
PADA MAKANAN

DENGAN RAHMAT TUHIAN YANG MAHA LCSA

Dalam rangka memberikan kepastian bagi pemeluk agama
Islarn halal tidaknya makanan dan minuman yang beredar,
disadari bahwa sangat penting dilaksanakannya pencan-
tuman label “Halal” pada kemasan produk makanan dan
minuman. Untuk itu Departernen Kesehatan, Departemen
Agama dan Majelis Ulama Indonesia menggalang kerjasama
dengan koordinasi yang terpadu, sehingga pencantuman
label “Halal” termaksud dapat dilaksanakan dengan sebaik-
batknya.

Disepakati bahwa produk makanan dan minuman yang
beredar dapat dinyatakan halal atas dasar Fatwa dari Majelis
Ulama Indonesia, setelah melalui serangkaian pemeriksaan
(audit) di lokasi produsen dan pengujian laboratorium
dengan secara sesama.

Pelaksanaan pencantwman Jabel “Halal” termaksud lebih
lanjut diatur olech Departemen Keschatan yang didasackan
atas pembahasan bersama antar Departemen Kesehatan,
Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia.
Perubahan-perubahan terhadap hasil pembahasan yang
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telah disetujui bersama, hanya dapat dilakukan apabila
Departemen Keschatan, Departemen Agama dan Majelis
Ulama Indonesia kesemuanya menyetujui.

Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan kerjasama
tentang pelaksanaan Pencantuman label “Halal” termaksud,
Meateri Keschatan akan membentuk Tim Koordinasi yang
berangpgotakan wakil-wakil Departemen Kesehatan,
Departemen Agama dan Majelis Ulaina Indonesia.

Jakarta, 21 Juni 1996

Menteri Kesehatan Menteri Agama Majelis Ulama Indonesia
Ketua Umum

thd. ted. ttd.

Prof. Dr. Suyudi  Dr. Tarnuzi Taher K.H. Hasan Basri
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KESIMPULAN MUDZAKARAH NASIONAL

TENTANG ALKOHOL DALAM
PRODUK MAKANAN

Mudzakarah Nasional tentang Alkohol dalam pengkajian
minuman yang diselenggarakan coleh Lembaga pengkajian
Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LP.PON) Majelis
Ulama Indonesia pada tanggal 13 dan 14 Rabiul Akhir 1414
Hijriah bertepatan dengan tanggal 30 September dan 1
Oktober 1493 di Jakarta, setelah :

Muenimbang

Mengingat

482

1,

Bahwa Islam adalah Agama Allah vang
memberikan tuntunan dan pedoeman
sccara menyeluruh dan mengantarkan
umat manusia untuk memperoleh
kescjahteraan di dunia dan hebahagiaan
di akhirat;

Bahwa ajaran Islam bertujuan untuk
memelihara keselamatan agama, jiwa,
akal, keturunan dan agama. Segala
sesuatu yang memberi marfaat bayi
tercapainya tujuan tersebuc d:larang
atau dianjurkan untuk dijauhi;

Bahwa dipandang perlu untuk mening-
katkan sumber daya manusia Indonesia
dalam rangka mencapai tujuan
nasional,

Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945;



Mundengar

2. Garis-garis Besar Haluan Negara 1993;

. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

86/Men.Kes/Per/IV/77 tentang
Minuman Keras;

. Pedoman Dasar, Pedoman Rumah

Tangga Program Kerja Majelis Ulama
Indonesia.

Pengarahan Menko Kesra, Azwar Anas;

Pengarahan Menteri Agarna, H. Tarmizi
Taler;

Sambutan Ketua Umum Majelis Ulama
Indonesia, K.H. Hasan Basri;

Laporan Ketua LF.POM Majelis Ulama
Indonesia, Prof. Dr. Hj. Aisyah Girindra;

Makalah tentang Alkohol; proses
terjadi, kandungan dan kadamya oleh
Dr. Ir. Azis Darwis, Dr. Ir. Atri Susanto;

Makalah tentang Manfaat dan
Mudharat Alkoho!l oleh Brigjen. Pol.
Toni Sugiarto, Prof. K.H. M. Ali Yafie
dan dr. H. Kartono Muhammad;

Makalah tentang Status Hukum
Alkohol oleh K.H. Ahmad Azhar Basyir,
MA, Frof. K.H. Ibrahim Hosen LML, Dr.
Aqgil Munawar dan K.H. Latief Mucthar.
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Memperhatikan:

1. Laporan Komisi A dan Komisi B
Muzhakarah Nasional tentang Alkohol
dalam Produk Minuman.

2. Pendapat, saran dan usul peserta
Mudzakarah Nasional tentang Alkohol
dalam produk minuman.

Dengan memohon taufiq dan hidayah Allah SWT,
merumuskan hal-hal berikut :

I.

484

Akohol dan dampaknya

1.

)

Alkohol yang dimaksud dalam pembahasan di sini
ialah etil aleohol atau etanol, suatu senyawa kimia
dengan rumus D,H.OH.

Minuman beralkohnl adalah minuman yang
mengandung alcohol (etanol) yang dibuat secara
fermentasi dari berbagai jenis bahan nabkati yang
menganduny karbohidrat, misalnya : biji-bijian,
buah-buahan, nira, dll; atau yang dibuat dengan
cara distilasi fermentasi yang disebutkan di atas;
atau yang ditambahkan alcohol ke dalamnya;
termasuk ke dalamnya adalah minuman keras
klasifikasi A, B dan C (Peraturan Menkes Nomor
86/1977).

Anggur obat, anggur kolesom, arak minuman-
minuman sejenis yang mengandung alcohol
termasuk minuman beralkohol.



4. Khamar adalah minuman yang memabukkan,
termasuk di dalainnya minuman yang beralkohol.

5. Berapapun kadar alcohol dalamm minuman ber-
alkohol tetap dinamakan minuman beralkokol.

6. Dampak negatif dari minuman yang beralkohol
lebih besar dari efek positifnya, seperti misalnya:
pengaruh buruk terhadap kesehatan jasmani dan
rohani, kriminalitas, kenakalan remaja, kamtibnas
dan ketahanan nasional.

~d

Dampak poritit alcohol sebagai obat yang dirninum
sudaii diganti dengan bahan lain. Namun pada obat
luar/obat oles masih digunakan.

Status Hukum Minuman Beralkohol

Minuman-minuman beralkohol, sedikit atau banyak,
hukumnys haram. Demikian pula dengan kegiatan
memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan,
membeli dan menikmati hasil/keuntungan dari
perdagangan minuman beralkohol.

Kesepakatan tersebut didasarkan atas :

1. Meminum minuman beralkohol musykir (ine-
mabukkan). Setiap yang memabukkan adalah
khamar dan alkhamar hukumnya haram. Maka
meminum minuman beralkohol adalah haram
hukumnya.
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“Hai orang-orang yang beriman., sesungguhnyu
(meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala,
mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji
termasuk perbuatan syciten. Maka jauhilalt perbuatan-
perbualan itu agur kamu mendapat keberuntungan®.
(Al-Maidah : 90)

77 -)/ P n Y
E20\E s \.4,.9\..:_, L:»_/,JJ\
// ')’ /// / // 2o // oy

“Allah mela’nat (mengutuk_i k}u:mar, peminuMNnu,
penyajinya, pedagangnya, pemeras bahannya, ponahan
atay penyimpannva, pemibawanya dan penerimanya”.

6‘ s AL .87

'y o 'a&’
(o s
“Semua minuman yang memabukzan adalah kiamar, dan
semua khamar adalah haram®.

S vep s AL B GG

“Meskipun yang jika kanyak memabukkar, maka
meskipun sedikit haram juga”. (Hadits riwayat
Ahmad, Ibiwu Majah dan Al-Daruquthni dari Jbnu
Umar).



2. Minuman beralkohol mengakibatkan lupa kepada
Allah dan merupakan sumber segala macam
kejahatan karena alcohol dapat menimbulkan
dampak negatif terhadap kehidupan pribadi,
keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

(C"‘:‘&:‘Jﬂd}”) -\;.ﬁ:‘ycuw\a"z“d‘ -4 '

“Jarhi khamar, karena ia adalak kunci scxala keburukan®,
(Hadits riwayat Al-Jakim dari Ibnu Abbas).

15 JC L—J( )0/01

“Khamar adalah sumber kejahatan™.

3. Minuman beralkohol merusak kesehatan karena
dapat merusak organ hati, saluran pencernaan,
sistem peredaran darah dan pada gilirannya dapat
nu-ng.nklbatkan hematian.

0 ”0) . Y
cmuo ‘60“»\"’\ VC"}"' BEST;...

......... dun janganlah kamu membunun dmmu,
&'s:mg;.;uhnya Allah adalah Meha Penyayang kepudazzu”,

G0 520)... &.‘J\J\(‘é—_\; b ds ...

S dan janganlah kamu menjatuhkan dmmu dengan
tangunmu sendiri ke dalam kebingsann”, (Al-Baqarah :
195).
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4.

n

Minuman beratkehol menghancurkan potensi sosial
ekonomi karena peminum alcohol produktivitasnya
akan menuran.

” ///q

(@2 LI HN]Y arLigiiots,) Jb-——toq

“Jangunlah membuat mudharat puda dirimu sendin dan
pada orang lain”. (Hadits riwayat Ibnu Majah dan
Al-Daruquthni).

Meminum alcchol dapat merusak keamanan dan
ketertiban masyarakat karena para peminum
minuman beralkohol sering melakukan perbuatan
kriminalitas yang meresahkan dan menggelisahkan
masyarakat serta sering terjadinya kecelakaan lalu
lintas karena mengendarai mobil dalam keadaan
mabuk.

.’0
-Cnaaal EEI GG, R L’:A\z»
Woraddt)
..... dan jangan kamu membunt kevusakan Ji muka

bumi, sesungguhnya Allah tidak menvukai orang-orang
vang berbuat kerusakan”. (Al-Qashash . 77)

Minuman beralkohol membahayakan kehidupan
bangsa dan negara karena minuman beralkohol
dapat mengakibatkan rusaknya persatuan dan
kesatuan yang pada gilirannya stabilitas nasional,
mentalitas dan moralitas manusia Indonesia masa
depan.



'-é,‘ //h 3‘34/) . m;

“mencegah nafsadat (kerusaknn} lebih d:dahulukan
daripada mengambil kemasinhatan”. (Khaidah Ushul
Figih).

[1I. Rekomendasi

Dalam upaya penanggulangan minuman beralkohol
mudzakarah merekomendasikan sebagai berikut :

1. Kepala Pemerintah

a. Pemerintah hendaknya meningkatkan usaha
membebaskan masyarakat terutama kaum
remaja dari pengaruh minuman beralkohol
dengan membentuk Badan Penanggulangan
Alkohulisme dan menjadikan pembebasan
minuman beralkohol sebagai gerakan nasional,

b. Departemen Perindustrian hendaknya member-
hentikan pemberian izin untuk mendirikan
pabrik yang memproduksi minuman beralkohol
dan secara berangsur mengurangi produksinya.

c. Departemen Perdagangan hendaknya member-
hentikan pemnberian izin untuk memperdagang-
kan minuman beralkohol dan memperketat
peredarannya.

d. Dcpartemen Keschatan hendaknya :
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(1) Mengeluarkan peraturan pemerintah untuk
membatasi produksi dan perdagangan
minuman beralkohul schagai Pasal 4-1 dan
Pasal 82 Undang-undang tentang Kesehatan.

(2) Mengurangi penggunaan alcohol dalam
produksi obat-obatan.

(3) Mempersiapkan peraturan pencantuman
pemyataan bahwa “ALKOHOL BELREAHAYA
BAGI] KESEHATAN DAN MASA DETAN
ANDA” pada kemasan miinuman teralkohol.

. Departemen FPendidikan dan Kebudayaan

hendaknya memperketat aturan, pengawasan,
mengambil tindakan tegus terhadap siswa yang
meminum dan atau mengedarkan minuman
beralkohol.

Departemen Agama hendaknya meningkatkan
pendidikan agama di sekolah-sekolah dengan
memasukkan bahaya minuman beralkohol
dalam materi pengajaran agama

. Departemen Kehakiman agar memasukkan

sanksi yang cukup berat terhadap pelanggaran
perundang-undangan yang menyangkut
minurnan beralkohol dalam penyusunan KUHP.

. Departemen Penerangan agar membatasi iklan-

iklan mengenai perdagangan minuman
beralkohol.
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Kepolisian dan petugis hukum lainnya agar
berusaha meningkatkaa pe ygawasan terhadap
peredaran dan pen;yunaan minuman
beralkohol serta mengaiabil tindakan yang tegas
terhadap pelakunya.

Menghimbau pira cendikiawan untuk
mengembangkan ilrmu dan teknologi schingga
penggunaan aleohol sebagai pelarut obat dalam
dan luar, essence, pewarna dan wewangian
dapat digantikan dengan bahan alternatif lain.
Penemuan ilmu dan teknologl yang semakin
maju tentang penggunaan alcohel.

Menghimbau instalasi pemerintah untuk
mencarikan jalan keluar pada industri alcohol
dan minuman beralkohol yang bersifat rumah
tangga agar usaha ekonomi mercka tetap
berjalan.

3. ¥epada pimpinan ormas, ulama, mubaligh dan
kkatib :

a.

Menghubungi ormas-ormas Islam dan lembaga-
lembaga Islam untuk berperan aktif dalam
memasyarakatkan bahaya meminum minuman
beralkehol, dan mempelopori Gerakan Nasional
dalam menyelamatkan masyarakat dari
minuman beraikohol.

Menghimbau para ulams, mubaligh dan khatib
untuk meningkatkan dakwah Islamiyah dengan
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menekankan bahaya minuman beralkohol
terhadap kehidupan agama, kehidupan pribadi,
keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

d. Menghimbau masyarakat khususnya umat
Islam agar menjauhi meminum minuman
beralkohol demi keselamatan pribadi, keluarga
dan masyarakat.

e. Menghimbau agar Dewan Pimpiran Majelis
Ulama ini mendorong Pemerintah untuk segera
membentuk Badan Penanggulangan Alkoholisme.

Jakarta, 14 Rabiul Awal 1414 H
1 Oktober 1993 M

MUDZAKARAH NASIONAL TENTANG
ALKOHOL DALAM PRODUK MINUMAN

Pimpinan Sidang

Ketua, Sckretaris
ttd. ttd.
K.H. HASAN BASKI DR. IR. H.M. AMIN AZI1Z
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